PERMOHONAN UJI MATERIIL
Pasal 87 dan 110 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
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Untuk selanjutnya disebut Pemohon
Perkenankan Pemohon dengan ini mengajukan permohonan uji materiil
Pasal 87 dan 110 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Terhadap Pasal 28D dan 28G ayat (1) UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagai
berikut :
.  TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C UUD 1945 berbunyi :

“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap
Undang-undang Dasar,memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran
partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu”

2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi berbunyi :



* Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk:a. menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman berbunyi :

“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

Bahwa Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan berbunyi :

“ Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya
dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. “

Bahwa berdasarkan UUD 1945 dan UU tersebut di atas, maka Mahkamah
Konstifusi berwenang untuk memeriksa permohonan uji materiit ini.

TENTANG KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON (LEGAL
STANDING).

Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa “Pemohon adalah pihak
yang hak dan atau kewenangan Kkonstitusionalnya, telah dirugikan oleh
berlakunya undang-undang”, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang
yang mempunyai kepentingan sama);

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Negara Republik indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Yang
dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-11/2005 hingga
saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa untuk dapat
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dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat
sebagai berikut:

a. adanya hak danfatau kewenangan konstitusional pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945;

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah
dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

c. kerugian hak danfatau kewenangan Kkonstitusional tersebut harus
bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang
menurut penaiaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian
dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang vyang dimohonkan
pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus
dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing dalam
perkara Pengujian Undang-Undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk
bertindak sebagai pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1)
UU MK Syarat kedua adalah hak danfatau kewenangan konstitusional
Pemohon tersebut dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, kedudukan
hukum Pemohon dalam perkara a quo, dikualifikasikan sebagai perorangan
warga negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)
hurf a UU MK Oleh karena itu, Pemohon mempunyai kualifikasi sebagai
Pemohon Penguijian Undang-Undang.

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki hak sekaligus
kewajiban untuk memastikan penyelenggaraan negara dilakukan dengan
memenuhi prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi.

Bahwa dalam konteks melaksanakan hak dan kewajiban tersebut Pemohon
harus senantiasa bersikap kritis terhadap kebiajakn-kebijakan pemerintah
sebagai penyelenggara negara agar pemerintah senatiasa mawas diri dan

melaksanakan tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum dan
demokrasi.

Bahwa untuk bisa bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah,
Pemohon harus mendapat pengakuan, jaminan, pelindungan dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hal mana di
atur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :
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* Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. ”

Bahwa bersikap kritis merupakan sesuatu yang bersifat hak asasi, untuk bisa
bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, Pemohon harus
mendapatkan perlindungan dri pribadi serta harus mendapatkan rasa aman

dan perlindungan dari anaman ketakutan, ha! mana diatur Pasal 28G ayat (1)
UUD 1945 yang berbunyi :

* Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, seria berhak atas
rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Bahwa ketentuan Pasal 87 KUHP berbunyi :
Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu

telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud datam
pasal 53.

Bahwa ketentuan Pasal 110 ayat (1) berbunyi : Permufakatan jahat untuk
melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107, dan 108 diancam
berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

Bahwa kefentuan Pasal 87 dan 110 ayat (1) secara nyata berpotensi
menghambat Pemohon untuk bersikap kritis terhadap pemerintah , hal mana
secara detail akan Penggugat uraikan dalam bagian pokok permohonan.

12. Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimputkan :

a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon untuk
mendapatkan peastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD
1945 dan untuk mendapatkan perlindungan untuk melakukan apapun yang
berupa hak asasi sebagaimana diatur Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon telah dirugikan oleh
berlakunya Pasal 87 dan 110 ayat (1) KUHP

¢. Kerugian hak danfatau kewenangan konstitusional Pemohon jelas
bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yakni tidak
bisa bersikap kritis terhadap pemerintah.



d. Ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian
Pemohon dengan berlakunya Pasal 87 dan 110 ayat (1) KUHP  yakni

ketentuan tersebutlah yang menjadi penyebab terjadinya kerugian
Pemohon.

e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan uji materiil
ini maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi
terjadi.

13.Bahwa berdasarkan uraian di atas menunjukan bahwa Pemohon mempunyai
kedudukan hukum (lega! standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam
permohonan pengujian undang-undang ini.

li. NORMA DALAM UUD 1945 YANG MENJADI BATU UJI.

14.Bahwa Norma UUD 1945 yang menjadi batu uji permohonan uji materiil ini
adalah :

a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil seria periakuan yang sama di hadapan hukum.

b. Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi :

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas
rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

V. POKOK PERMOHONAN UJl MATERIIL.

15.Bahwa negara Indonesia adalah negara yang menganut prinsip demokrasi |,
setidaknya secara formal bisa dibuktikan adanya Pemiliha Umum baik Pemilu

Presiden maupun Pemilu Legislatif yang dilaksankan secara reguler setiap 5
tahun sekali.

16.Bahwa salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya kepastian hukum.
Negara bersistem demokrasi sangatiah memiliki konsep hukum yang tegas dan
nyata. Negara tidak menghendaki adanya konflik yang dapat menyebabkan
kekerasan dikalangan masyarakat dan menghendaki adanya perdamaian.
Negara sangat didsarkan pada hukum, tidak condong dengan keberadaan



pemimpin negara yang diktator , membatasi gerak warga negara ataupun
kehendak rakyat.

17. Bahwa kepastian hukum diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

18.Bahwa ketentuan Pasal 87 KUHP jelas bertentangan dengan kepastian hukum
karena menjadi fidak jelas secara hukum apa yang dimaksud dengan makar dan
apa ukurannya. Dengan merujuk pada pasal 53 KUHP yang mengatur percobaan

tindak pidana menjadi tidak jelas apa yang membedakan percobaan makar dan
makar itu sendiri.

19.Bahwa Pasal 110 Ayat (1) KUHP jelas bertentangan dengan kepastian hukum
karena menjadi tidak jelas apa perbedaan antara makar dengan permufakatan

jahat untuk makar dengan makar itu sendiri karena ancaman hukumannya pun
sama.

20. Bahwa ketentuan Pasal 87 KUHP berpotensi menghalangi hak pemochon warga
negara untuk bersikap kritis yang merupakan hak asasi manusia karena sikap
kritis mudah sekali disalahartikan sebagai percobaan tindak pidana makar.

21. Bahwa ketentuan Pasai 110 Ayat (1) KUHP berptensi menghalangi hak pemohon
selaku warga negara untuk bersikap kritis karena pembicaraan yang mengkritis

pemerintah mudah sekali disalahartikan sebagai perfufakatan jahat untuk
melakukan makar.

22.Bahwa oleh karena itu ketentuan Pasal 87 dan 110 Ayata (1) KUHP jelas
berentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasat 28G ayat (1) UUD
1945 dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini
Pemohon memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat
berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

Menunda pemberlakuan Pasal 87 dan110 Ayata (1) KUHP sampai adanya putusan
dalam perkara ini

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



2. Menyatakan Pasal 87 dan 110 Ayat (1) KUHP bertentangan dengan Pasal 28D
ayat (1), Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 .

3. Menyatakan Pasal 87 dan 110 Ayata (1) KUHP harus dinyatakan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat .

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik indonesia
sebagaimana mestinya.
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